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Menimbang a

Mengingat

GUBERNTJR LAIVIPUNG

PERATI'RAII GI'BERNUR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHI'I{ 2O2O

TENTANG

SATU DATA PROVITSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YAilG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, pengenda.lian, dan evaluasi pembangunan, perlu
didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggunglawabkan, mudah diakses, dan digunakan serta
dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;

b. bahwa ketentuan Pasal l8 Peraturan Presiden Nomor 39
Tahun 2079 tentarig Satu Data Indonesia, perlu
ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubemur yang
menjadi dasar dan arah penyelenggaraan Satu Data tingkat
Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan malsud pada huruf a dan hurufb
tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Gubernur
Lampung tentang Satu Data Provinsi t ampung;

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkaf I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor g)

Senja{i Undang Undang (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
lklbqan Negara Republik Indonesia Tahun t99Z Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g3)j
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan - Pembangunan Nasional (Lembarari Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undaag Nomor 14 Tahun 2OOg tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik InJonesia Tahun
2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4g46);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O1l tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2Ol1
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214);
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6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamtrahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasiona.l (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1 l2);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor
t57l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSXAN:

: PERATIIRAN GUBERNUR TEIITANG SATU DATA PROVIIISI
LIIMPUI{G.

BAB I

I(TTENTUAN IJMIIM

Pasal I

Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
l. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
Provinsi L^ampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, Iembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan temUaga negara,

kesekretariatan lembaga nonstruktural d.n lembaga
pemerintah lainnya.
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5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsl
Lampung.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Peralgkat Daerah
Provinsi Lampung.

7. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung selanjutnya disebut BPS adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang langsung bertanggungjawab
kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik
di Provinsi Iimpung.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selanjutnya
disebut Bappeda adalah Unit Kerja Provinsi yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi
larnpung.

9. UPTD Pusat Data dal Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disebut
UPTD Pusdatin Bangda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bappeda
Provinsi Lampung yang mempunyai hrgas melaksanakan pengumpulan,
pengelolaan, penyebarluasan data dan informasi pembangunan yang akurat,
muktahir, terpadu dan dapat dipertanggungiawabkan, serta pengoordinasian
pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

10. Satu Data Provinsi L,ampung adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah
Provinsi Lampung untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan
dibagipalaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan
menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

L2. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri
khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,
pengolahan, penyajial, dan analisis.

13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,
dan/ atau karalrteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di
bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu
Data.

15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tcrtentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku

untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan darr pengelolaan informasi Data.

17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan
identitas Data yang bersifat unik.

18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk
pengelolaan data dan -informasi perencanaan pemUangunan daerah, serta
analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
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19. Informasi Geospasial adalah data yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/ atau pelal<sanaan kegiatan yang berhubungan dengan
ruang kebumian.

20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar
sistem elektronik yang saling berinteraksi.

21 . Format slnpefile adalah format data untuk menyimpan data spasial
nontopologis berbasis vektor.

22. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat
Daerah dan pemangku kepentingan lainnya unfuk penyelenggaraan Satu
Data Provinsi La.mpung.

23. Portal Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah
media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

24. Jaringan lnformasi Geospasial Nasional yang selajutnya disebut JIGN adalah
suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
secara bersama, tertib, terukur, terintegarasi dan berkesinambungan sefca
berdayaguna sesuai kewenangan daerah.

25. Geoportal adalah Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung.

26. Pembina Data ada.lah Perangkat Daerah/ lrmbaga Pemerintah yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.

27. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi yang
disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.

28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Statistik
dan atau Informasi Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang,
atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Gubemur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan digunakan.

(21 Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. menyediaJ<an basis data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing- masing perangkat daerah

b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu,
dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan digunakan, 

-serta

dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutanf
c. mewujudkan keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis
pada data; dan

d. mewujudkan keterpaduan
dan evaluasi pembangr:nan.

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
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Pasal 3

(1) Satu Data diwujudkan dalam Informasi Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung terdiri dari:

a. data perencanaan pembangunan daerah;

b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan

c. informasi perencanaan pembangunan daerah.

Data perencanaan pembalgunan daerah, dikelola dalam data dan informasi
perencanaan pembalgunan daerah berbasis elektronik.

Analisis dan Profrl Pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil
pelaksanaan pembangunal daerah dan menjadi dasar 

- 
dalam

memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah'

Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (l) huruf c, mencakuP:

a. kondisi geografis daerah;

b. demografi;

c. potensi sumber daYa Daerah;

d. ekonomi dan keuangan Daerah;

e, aspek kesejahteraan masyarakat;

f. aspek pelayanan umuml dan

g. aspek daya saing Daerah

(3)

(4)

Pasal 4

Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:

a. Data Statistik Sektoral; dan
b. Informasi Geospasia)

Pasal 5

Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
diselenggarakan oleh PD sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri
atau bersama dengan BPS.

(1) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, PD memperoleh data dengan
cara:
a. suruei dan atau pelaporaa;
b. kompilasi produk administrasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
PRIITSIP SATU DATA

Pagd 5

Prinsip Satu Data dilakuka-n berdasarkan:
a. memenuhi Standar Data;
b. memiliki Metadata:
c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
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Pasal 7

(l) Standar Data sebagaimana dimaksud dala Pasal 6 huruf a terdiri atas:
a. konsep, yaitu ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut

diproduksi;

b. definisi, yaitu penjelasan tentang Data yang memberi batas atau
membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data
yang lain;

c. klasifikasi, yaitu penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok
atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data
atau dibakukan secara luas;

d. ukuran, yaitu unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar,
atau cakupan; dan

e. satuan, yaitu besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai
standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

(2) Struktur data geospasial mengacu pada Katalog Unsur Geograli Indonesia
(KUGD.

Baglar Kclatu
Metadeta
Pasd 8

(1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format
yang baku.

(2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada
bagian informasi tentang Data yang harus dicakup daiam Metadata.

(3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada
spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

(4) Metadata kegiatan statistik sektoral mengacu kepada Palduan Operasional
Penghimpunan dan Pengelolaan Metadata Kegiatan Statisik
Sektoral/ KhususBPS.

(5) Metadata geospasial mengacu pada SNI ISO 19115:2072 tentatlg Informasi
Geografis-Metadata.

Baglan Kedua
Iutcroperabllltas Data

P8881 9
Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data harus:
a. konsisten dalam sintak/bentuk, stmktur/skema/komposisi penyajian, dan

semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Begtea Ilctiga
Kode Reforeari daa Data Ilduk

Pasd 10
(1) Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnispemerintah yang ditetapkan sesuai dingan ketentuan.
(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan oreh pemerintah.
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BAB III
PEI{YELENGEARA SATU DATA

Begian Kcsatu
Peaycleaggera

Pasal 1 1

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

a. Pembina Data;

b. Walidata;

c. Walidata Pendukung; dan

d. Produsen Data.

Baglaa Kedua

Pembina Data

Perd 12

(1) Pembina Data meliputi Data Statistik dan Pembina Data Geospasial'

(2) Pembina Data Stalistik dilaksanakan oleh BPS.

(3) Pembina Data Geospasial dilaksanakan Bappeda'

(4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Data; dan

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Provinsi Lampung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BagiaD Ketlgs

Walid8ta dan Walidata Pendukuag

Pasal 13

(1) Watidata dilaksaaakan oleh UPTD Pusdatin Bangda.

(2) Dalam mcnjalankan tugasflya UPTD Pusdatin Bangda dibanlu oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai Walidata
Pendukung.

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:

a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai
dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan

c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
(4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

membantu walidata dalam:

a. mengumpulkan data statistik sektoral yang disampaikan oleh produsen
Data;

b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oreh produsen Data sesuai
dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan



BagiaD Keerrpat
Produsea Data

Pasal 14

Produsen Data mempunyai tugas:

a. menyampaikan usulan perencanaan data

b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

Bagian Kellma
Forum Satu Data

Paaal 15

B&glen Keenam
Sekretarlat Satu Data

Pasal 16

(l) Forum satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat satu
Data.

(2) Sel<retariat Satu Data berkedudukan di Up/fD R_rsdatin Bangda.
(3) s-usunan personaria sekretariat Satu Data diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Gubernur.

-8-

(1) Forum Satu Data terdiri atas :

a. Pembina Data;

b. Walidata;

c. Walidata pendukung; dan

d. Walidata tingkat kabupaten/ kota

(2) Fon:m Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Forlm Data mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan Walidata
Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat
Provinsi Lampung;

b, melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;

c. menyelenggarakan tatalelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai
prinsip Satu Data Indonesia ;

d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Salu Data Indonesia
tingkat Provinsi La.mpung; dan

e. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Gubernur;
(a) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi,

khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu
Data Indonesia meminta arahan Kepala Daerah.
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(4) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif
kepada Forum Satu Data; dan

b. melaksanalan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat
Provinsi.

BAB TV

PENYELENGGARAAIT SATU DATA
Pa3el 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:
a. perencanaan data;

b. pengumpulan dan atau Pengisian data;

c. pemutakhiran data;

c. pemeriksaan data; dan

d. penyebarluasan data.

Baglaa Kesatu
Pereacaaaan Data

Pacal 18

(1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah
sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

(2) PD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar Data yang
akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(3) Perencanaan Data dimaksud, ayat (21 dilaksanakan pada Bulan Februari
tahun be{alan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan

pembangunan daerah;

b, Perencanaan waktu pengumpulan dan atau pengisian data berbasis
elektronik; dan

c. Perencanaan waktu rilis dan/atau pemutakhiran Data.

(5) Penentuan daJtar Data sebagaimana dimaksud ayat (21 dilakukan
berdasarkan :

a. arsitelrlur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan
berbasis elektronik;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan pemerintah Daerah;
c. kesepakatal Forum Satu Data;

d. rekomendasi Pembina Data; dan

e. acuan daftar data instansi pusat.

(6) Daftar Data yang akan dikumpurkan dapat digunakan sebagai dasar da.ram
perencanaan dan penganggaran.
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Pasal 19

(1) Pemerintah menJrusun dan menetapkan Data prioritas dan Rencana Aksi
Sahr data Indonesia.

(2) Penyelenggara Satu Data Provinsi Lampung melaksanakan rencana aksi Satu
Data Indonesia.

(3) Bappeda memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan
melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala.

Baglan Kedua
Peagumpulan daa/ atau PeagiBian Data

PaBef 20

(1) Pengumpr:lan dan atau Pengisian Data dilakukan dengan memperhatikan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:

a. standar Data;

b. daftar data yang telah dircnrukan dalam Forum Satu Data; dan

c. jadwal pemutalhiran Data atau rilis Data.

(3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

(4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada
Walidata.

(5) Data dan Informasi Geospasial dikumpulkan dalam format Shapefle (shp).

(6) Pengisian data Statistik berbasis elektronik diintegrasikan dalan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah

(7) Pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan
dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita
acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

Baglaa Iletlga
Pemerlksaao Data

Pasal 21

(l) Pemeriksaan data oleh Walidata dilakukan untuk melihat kesesuaiannya
dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

(2) Pemeriksaan data dilakukan paling lama Bulan Januari setiap tahunnya
terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. pemyataan bahwa hasil pengumpulan dan pengisian oleh produsen data
dapat dipertanggungjawabkan; dan

b. pemyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.
(4) 94r- hal Data yang disampaikan oleh produsen Data belum sesuai dengan

Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepida
Produsen Data.

(5) Frodusen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l ).

(6) Pemeriksaan data berbasis elektronik.
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Begian Kecmpat
Penyhpaaan dan Per.gamanan

Pas.l22

(1) Penyimpanan dan pengarnanan data dilakukan oleh Walidata

(2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik melalui:

a. penyimpaian yang terpusat;

b. pengendalian akses;

c. pencegahan rekayasa atau perubahan sepihak; dan

d. pencadangan (bachryl.

(3) Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam Format Geodatabase;

Bagiau Kellma
Penyebarluasan Data

Pasal 23

(1) Penyebarluasan Data mempakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian,
dan pertukaran Data.

(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan Data sebagaimala pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyebarluasan data statistik; dan

b. penyebarluasan informasi geospasial

(4) Penyebarluasan Data statistic dilakukan melalui Portal Satu Data dan media
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Penyebarluasan Informasi Geospasial dilakukan melalui Geoportal yang
terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satr: Data.

(6) Portal Satu Data menyediakan akses:

a. Kode Referensi;

b. Data Induk;

c. Data;

d. Metadata;

e. Data Prioritas; dan

f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data

Peld 2+

(l) Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Datatertentu kepada Koordinator Forum Satu Data.
(3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibahasdalam Forum Satu Data.
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(4) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:

a. Walidata; dan

b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau Pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, data/ atau pelayanan informasi kepada publik.

BAB V

PEMAITFAATAT{ DAI'I PERLT}TDT'NGAN DATA

Bagiaa Kcsatu
Pemanfeaterr

Pesal 25

(1) Data Statatisik dan Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan untuk :

a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. sebagai dasar dalam menlrusun dokumen perencanaan pembalgunan
daerah jangka panjang, jangka menengal dan tahunan serta men,'usun
dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai
menjadi APBD yarrg dilaksanakan berbasis elektronik;

c. pengintegrasian Data oleh berbagai pihak;

d. pengambilan keputusan atau kebijakan;

e. kegiatan peoelitian dan kegiatan akademik;

f. percepatan perizinan dan Investasi; dan

g, penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

(21 Data, Statistik dan informasi Geospasial dapat dimanfaatkan oleh:

a. PD; dan

b. Masyarakat yaitu Pihak Swasta, kmbaga Swadaya Masyarakat, [cmbaga
Pendidika-n, dan Individu.

(3) Pemanfaatan Data dan informasi Geospasial melalui Portal Satu Data dan
Geoportal.

(4) Prosedur operasional standar pemanfaatan Data ditetapkan dengan
keputusan Kepala Bappeda selaku Pembina Data.

Pasal 26

Dalam hal pemanfaatan Data
pembatasan sebagai berikut:

sebagaimana dimaksud Pasal 25 berlaku

a. tidak membuat salinan Data untuk keperluan lain atau organisasi lain;
b. menggunakaa Data hanya untuk keperluan sesuai permohonan;
c. tidak membuat izin pemakaian baru untuk pihak lain atau memindah

tangankan/ menjual belikan Data kepada pihak lain; dan
d. penggunaan Data untuk Fp:rt""r, lain oleh pemegang pe{anjian perlu

mendapatkaa persetqiuan dari Walidata.
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Begten Kcdrra
Perlladungaa Data

Peaal2T
(f) Sebagai upaya perlindungan Data, Data pada Portal Satu Data dan Geoportal

dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik yaitu:
a. bersifat terbuka yaitu data yang dapat diakses dan diunduh oleh publik.

b. bersifat terbatas yaitu data yang dapat diakses tetapi tidak dapat diunduh.

c. bersifat terturup yaitu data yang terdapat dalam database tetapi hanya
dapat diakses pada level pejabat tertentu dan tidak dapat diunduh.

(2) Penentuan klasifikasi informasi publik tersebut ditentukan oleh Produsen
Data dan disetujui oleh Forum Satu Data.

BAB VI
INFRASTRI'XTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 28

(1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan infrastruktur dan
teknologi;

(2) Infrastml<h:r dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa
prasarana, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan;

(3) Kebutuhan infrastruktur dan teknologi dibahas dalam Forum Satu Data
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
SUMBER DAYA MAIIUSIA

Pasal 29

(l) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia
pengelola data Statistik dan informasi geospasial.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya
manusia pengelola Data Statistik dan pengelola Informasi Geospasial di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur
sipil negara bagi pengelola Data Statistik dan pengelola informasi
Geospasial.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB VITI

PARTISIPASI MASYARAXA'T

Perd 30
(1) Partisipasi Masyarakat dilakukan melalui penyampaian koreksi atau

masukan terhadap Data statistik dan Informasi Geospasial yang tersedia
pada Portal Satu Data dan atau Geoportal.

(2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dalam pengembangan
infrastnrktur dan teknologi dalam penyeienggaraan Sahr Data.
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BAB IX
PENDAITAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah dan
tidak mengikat.

BAB X
K TEtrTT'AJ{ PEIYUTI'P

Paral 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Prorrinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Juli 2O2O

GI'BERNT'R LA.}IPUNG,

ttd

ARINAL INT'I|NDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Juli2O2O

SEKREIARIS DAERAH PROVINSI LAIUPUNG,

IT. FAHRIZAL DARMINTO MA
Pemblna Utama

NIP. 19641021 199fi)3 10()8

BERITA DAERAH PROVIilSI LAMPI'NG TAHT'N 2O2O IYOMOR:43

Salinan dengan aslinya
KEPALA HtrKt'Nt,

ZULIIXAR. SE.. MH.
Pembina Utsma Muda

NIP. 19680428 199203 I 003

ttd


